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 Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama dua bulan di Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko. pada Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan 
Setelmen (EAS). Selama melaksanakan kegiatan PKL, praktikan melakukan tugas 
membantu penyusunan Laporan Keuangan, seperti penyusunan Catatan Atas Laporan 
Keuangan, penarikan data dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan 
penyusunan data outstanding utang pemerintah, pencatatan Surat Perintah 
Pengesahan Hibah Langsung serta mengadministrasikan surat masuk dan keluar. 
Setelah praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama 40 hari, 
praktikan mendapat banyak sekali ilmu dan pengalaman tentang pengelolaan 
keuangan khususnya utang Negara yaitu tujuan, jenis pinjaman dan instrumen-
instrumen utang yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan 
Resiko. Selain itu, praktikan menjadi lebih paham tentang sistem akuntansi yang 
digunakan oleh Kementrian Keuangan selaku lembaga Negara Negara. Dan yang 
paling penting adalah praktikan mendapatkan banyak ilmu tentang perilaku dan 
budaya dari dunia kerja sesungguhnya, seperti kejujuran, kecekatan, ketelitian dan 
ketepatan waktu dalam mengerjakan setiap pekerjaan yang diberikan. hal-hal tersebut 
praktikan yakini akan bermanfaat bagi praktikan kedepannya. 
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KATA PENGANTAR 
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena 
atas limpahan rahmatnya, praktikan dapat menyelesaikan laporan praktik 
kerja lapangan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan 
Resiko dengan baik dan tepat waktu. 
Penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan ini diajukan untuk 
memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan dan 
merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana 
Ekonomi, Program Studi S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.  
Dalam proses penyusunan laporan PKL ini tidak terlepas dari segala 
bantuan, bimbingan, dorongan semangat, dan saran dari berbagai pihak. 
Untuk itu, dengan kerendahan hati praktikan ingin mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1. Kedua orang tua yang selalu memberikan dorongan baik materil maupun 
moril kepada praktikan. 
2. Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak, selaku ketua program studi S1 Akuntansi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
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3. Tri Hesti Utaminingtyas, SE, M,SA , selaku dosen pembimbing yang telah 
membimbing praktikan dalam proses menyusun laporan praktik kerja 
lapangan ini. 
4. Keluarga Besar Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan 
Resiko, khususnya Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen. Yang 
telah mengizinkan praktikan untuk melaksanakan kegiatan PKL. 
5. Seluruh keluarga besar S1 akuntansi 2013 yang telah banyak 
memberikan masukan terkait penyusunan laporan ini. 
Praktikan menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak 
kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun, sangat 
dibutuhkan oleh praktikan. Besar harapan praktikan bahwa laporan ini dapat 
bermanfaat bagi banyak pihak 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang PKL 
Kondisi dunia kerja saat ini menjadi semakin kompetitif, khususnya di Indonesia, 
terutama sejak berlakunya ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA). Perjanjian ini  merupakan kesepakatan regional yang dicetuskan 
pada saat sesi rapat pleno ASEAN Summit di Phnom Penh ,Kamboja pada tahun 2013 
lalu. Pada perjanjian itu juga disepakati bahwa MEA akan mulai berlaku pada 31 
Desember 2015. Kesepakatan ini memungkinkan para penduduk kawasan ASEAN, 
memiliki legalitas untuk bekerja di negara-negara ASEAN lainnya seperti mereka 
bekerja di Negara sendiri, berarti ada kemudahan regulasi bagi siapa saja, asalkan 
memenuhi kualifikasi untuk mengisi sektor-sektor usaha seperti, sektor perdagangan, 
perbankan, pertambangan, otomotif dan juga  termasuk sektor keuangan yang 
merupakan sektor paling krusial karena merupakan wilayah yang paling dilirik oleh 
Negara-negara di ASEAN.  
Beberapa Negara di ASEAN terbukti memiliki sumberdaya manusia yang unggul 
dalam sektor akuntansi dan keuangan, salah satunya adalah sumberdaya yang berasal 
dari Negara Filipina. Filipina diprediksi akan menjadi Negara dengan sumberdaya 
yang paling unggul di ASEAN, terlebih karena Bahasa Inggris yang menjadi bahasa 
utama mereka maka Negara Filipina akan dengan mudah beradaptasi dengan standar 
Internasional. Selain Filipina, sumberdaya manusia yang berasal dari Negara 
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Thailand, Singapura dan Malaysia juga terkenal memiliki penguasaan bahasa Inggris 
yang bagus. 
Indonesia sebagai Negara dengan populasi penduduk terbanyak di ASEAN, 
dengan luas wilayah juga terbesar di ASEAN, tentunya akan menjadi pasar strategis 
di kawasan ASEAN. Bahkan dalam beberapa pemberitaan, dikabarkan bahwa 
beberapa Negara sudah memasukan Bahasa Indonesia kedalam Kurikulum, menyusul 
isu yang mengatakan bahwa  Bahasa Indonesia menjadi Bahasa yang paling mungkin 
digunakan sebagai Bahasa Utama di ASEAN. Melihat fenomena MEA tersebut, 
seperti menunjukan bahwa Negara-negara tetangga sangat tertarik untuk bisa bekerja 
di Indonesia sebagai tenaga terdidik dan tentunya akan menjadi saingan berat para 
tenaga kerja nasional. 
Jika menilik pada data statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik sampai 
Februari 2016, pengangguran terbuka berjumlah 7.024.172 jiwa, dari angka tersebut, 
695,304 diantaranya memiliki pendidikan terakhir di tingkat Universitas atau bergelar 
Sarjana. Data tersebut menggambarkan bahwa masih banyak penduduk Indonesia 
yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan padahal memiliki tingkat 
pendidikan yang tinggi. MEA tentunya akan mengurangi peluang tenaga kerja lokal 
untuk mendapatkan pekerjaan sekaligus membuat kondisi lapangan pekerjaan akan 
semakin kompetitif. Berdasarkam data Badan Pusat Statistik tersebut, juga diketahui  
jumlah penduduk yang bekerja sebesar 120.647.697 jiwa, dan paling banyak bekerja 
pada sektor pekerjaan Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan 
atau sektor agraris yaitu sebesar 38 juta jiwa. Hal ini membuktikan bahwa penduduk 
masih banyak tergantung pada sektor agraris sebagai lapangan kerja utama. Tidak 
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salah memang, mengingat Negara kita memang termasuk Negara agraris. Namun, 
perlu diingat bahwa Negara-negara maju justru menjadikan sektor Industri sebagai 
sektor utama. 
Dengan kondisi saat ini, perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi, 
diharapkan bisa lebih kompetitif dalam menyiapkan para tenaga kerja terdidik dan 
memiliki keandalan dibidangnya. Dengan memberikan pembelajaran yang tidak 
hanya teori semata, tetapi juga memberikan praktik langsung kepada mahasiswa 
mengenai dunia kerja yang sesungguhnya. Sehingga, Indonesia mampu memilki 
sumberdaya manusia yang tidak hanya pandai berteori, tetapi juga memiliki 
kemampuan bekerja dan kecerdasaan profesional dibidangnya, agar tidak kalah 
dengan Negara lain, dan dapat bertahan serta menjadikan MEA justru sebagai sebuah 
kondisi yang bisa dimanfaatkan menjadi peluang. 
Salah satu Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran 
Universitas Negeri Jakarta selaku salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia, 
berupaya keras untuk menghasilkan lulusan-lulusan terbaik yang mampu bersaing 
secara lokal dan global. Salah satunya dengan mengarahkan mahasiswa untuk 
melaksanaan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai wadah bagi mahasiswa 
untuk memahami dunia kerja secara menyeluruh. PKL merupakan salah satu mata 
kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa sebagai prasyarat kelulusan bagi S1 
Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pelaksanaan PKL 
disyaratkan untuk dilaksanakan selama 2 bulan atau lebih tepatnya 40 hari kerja. PKL 
ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif kepada 
mahasiswa secara nyata mengenai dunia kerja sekaligus memberikan kesempatan 
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untuk mengaplikasikan teori yang didapat selama proses belajar. Dengan mengikuti 
PKL, mahasiswa diharapkan mampu mengenal dan memahami dunia kerja secara 
menyeluruh sehingga memiliki intuisi yang banyak akan dunia kerja terutama pada 
bidang yang diminati oleh mahasiswa sebagai referensi pekerjaan yang akan 
dimasuki oleh mahasiswa setelah lulus. 
Praktikan mengajukan pengajuan permohonan PKL kepada beberapa entitas. Dan 
akhirnya praktikan diterima untuk melaksanakan kegiatan PKL di Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia dan ditempatkan di Subdirektorat Evaluasi, Akuntansi 
dan Setelmen di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko. Kegiatan 
dilakukan selama kurang lebih 40 hari sejak tanggal 25 Juli sampai 21 September 
2016. 
 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan  
Adapun maksud dan tujuan diadakannya Praktik Kerja Lapangan yaitu 
1. Maksud diadakannya Praktik Kerja Lapangan antara lain: 
a. Sebagai Syarat Kelulusan dalam mata kuliah PKL dan sebagai prasyarat untuk   
mendapatkan gelar Sarjana di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi. 
b. Memberikan deskripsi umum dan pengalaman baru bagi mahasiswa tentang 
dunia kerja yang sebenarnya. 
c. Menjadikan mahasiswa memiliki kemampuan, profesionalitas, tanggungjawab 
dan etos kerja yang harus dimiliki untuk menjadi pekerja yang andal. 
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2. Tujuan diadakan Praktik Kerja Lapangan  antara lain: 
a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat langsung secara aktif 
dengan dunia kerja . 
b. Untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat mahasiswa selama proses belajar di 
Universitas agar tidak hanya paham sebatas teori. 
c. Agar mahasiswa mampu mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja 
setelah lulus dari Universitas dengan softskill yang harus dimiliki. 
d. Mengajarkan kepada mahasiswa tentang budaya organisasi dari entitas yang 
dijadikan tempat praktik. 
e. Agar mahasiswa memilki pengalaman yang banyak tentang dunia pekerjaan. 
 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
PKL yang telah dilakukan oleh praktikan memiliki manfaat yang besar bagi 
perusahaan, mahasiswa dan perguruan tinggi. Adapun kegunaan PKL tersebut antara 
lain: 
1. Bagi Mahasiswa (Praktikan) 
a. Mahasiswa dapat terlibat langsung dalam kondisi dari dunia kerja 
sesungguhnya secara lebih komprehensif. 
b. Mahasiswa menjadi lebih mengerti tentang dunia kerja yang tidak hanya 
terbatas soal teori. 
c. Mahasiswa menjadi lebih terpacu untuk mengetahui lebih dalam tentang 
pekerjaan yang diminati. 
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d. Mahasiswa dapat membangun sikap mental yang baik agar bisa bersaing secara 
kompetitif di dunia kerja. 
e. Mahasiswa mampu mengasah softskill yang dimilliki. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Melatih mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja yang unggul dan profesional 
serta memilki sikap yang baik. 
b. Menjalin komunikasi secara tidak langsung kepada perusahaan agar perusahaan 
memahami kualitas dari lulusan Program Studi S1 Akuntansi. 
c. Agar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, khususnya Program Studi 
Akuntansi lebih dikenal oleh masyarakat luas. 
d. Memberikan gambaran mengenai kualitas terkini dari mahasiswa Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, khususnya Program Studi S1 Akuntansi. 
3. Bagi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko 
a. Membantu menjalankan kegiatan bisnis Kementerian Keuangan ,tempat 
mahasiswa melakukan kegiatan PKL. 
b. Terjadinya kerjasama yang baik antara Kementerian Keuangan dan Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta khususnya Program Studi S1 Akuntansi. 
c. Agar program kerja dari Kementerian Keuangan bisa lebih dipahami oleh 
masyarakat luas. 
d. Agar Kementerian Keuangan mengetahui kualifikasi dari Mahasiswa Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, khususnya Program Studi S1 Akuntansi. 
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e. Membantu mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas untuk memasuki 
dunia kerja yang berarti secara tidak langsung entitas telah berkontribusi dalam 
memperbaiki tenaga kerja. 
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan program Praktik  Kerja Lapangan di Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia pada Direktorat Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko 
(DJPPR). Instansi ini dipilih karena sesuai dengan salah satu matakuliah di program 
studi. Praktikan ingin mengetahui lebih banyak tentang Akuntansi Pemerintahan yang 
dilihat melalui perspektif seorang  mahasiswa akuntansi. Praktikan ingin 
membandingkan antara Sistem Akuntansi Pemerintah dan Entitas Swasta/profit based 
terlebih pemerintah baru mengadopsi sistem pelaporan berbasis akrual pada 2015 
lalu, serta tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang pengelolaan utang Negara. 
Selain itu, praktikan juga tertarik untuk mengetahui tentang produk investasi 
Kementerian Keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Pembiayaan dan Resiko yaitu Surat Utang Negara atau SUN. Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko berada dalam kompleks kantor vertikal 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang letaknya dekat dengan Kampus dan 
tempat tinggal Praktikan. Praktikan ditempatkan pada Subdirektorat Evaluasi, 
Akuntansi dan Setelmen di Direktorat Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko. 
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Berikut ini merupakan informasi tentang Perusahaan tempat pelaksanaan 
Praktik Kerja Lapangan: 
Nama Perusahaan : Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko 
Alamat  : Gd Frans Seda, Jalan Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat 
Kode Pos : 10710 
Telepon : (62-21)3865330 
Faksimili : 021-3847989 
Website : www.djppr.kemenkeu.go.id 
Email : webmaster.djppr@kemenkeu.go.id 
 
 
E. Jadwal dan Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan selama dua bulan atau 40 hari kerja, 
terhitung sejak 25 Juli sampai 23 September 2016. Dengan ketentuan waktu kerja 
selama lima hari dalam seminggu dan jam kerja efektif dari pukul 08.00 sampai pukul 
17.00 dengan jeda waktu istirahat setiap pukul 12.00 sampai 13.00. Ketentuan ini 
mengikuti ketentuan waktu kerja Pegawai Negeri Sipil di wilayah Kementerian 
Keuangan. Pelaksanaan PKL terbagi dalam beberapa tahap, antara lain: 
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1. Tahap Persiapan 
Sebelum melaksanakan kegiatan PKL, Praktikan terlebih dulu mengurus surat 
izin untuk melaksanakan kegiatan PKL di Biro Administasi, Akademik dan 
Keuangan (BAAK) yang ditujukan ke Kantor Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan. Permohonan tersebut kemudian 
diproses dan dicetak oleh BAAK dalam waktu empat hari kerja. Surat Permohanan 
tersebut kemudian dikirimkan kepada Sekretaris Jendral DJPPR, lalu kemudian 
diproses untuk kemudian dibuatkan surat rujukan PKL. Dalam waktu satu minggu, 
akhirnya kami mendapat pesan bahwa Permohonan praktikan diterima oleh Sekretaris 
Ditjen dan mengambil surat persetujuan pada hari berikutnya serta bertemu dengan 
Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Layanan Informasi untuk menyepakati waktu 
pelaksanaan PKL, dan akhirnya diputuskan bahwa waktu pelaksanaan PKL ialah 
tanggal 25 Juli sampai 23 September 2016. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan PKL di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan 
dan Resiko, Kementerian Keuangan dimulai pada tanggal 25 Juli sampai 23 
September 2016. Dengan ketentuan waktu kerja selama lima hari dalam seminggu 
dan jam kerja efektif dari pukul 08.00 sampai pukul 17.00 dengan jeda waktu istirahat 
setiap pukul 12.00 sampai 13.00. Praktikan harus mengikuti segala peraturan yang 
berlaku sama seperti Pegawai lainnya. Sebagai bagian dari program bagian 
Organisasi, Tata Laksana dan Layanan Informasi (OTLLI), praktikan diwajibkan 
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mengikuti Seminar atau Penyampaian Materi tentang Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Pembiayaan dan Resiko setiap seminggu dua kali yaitu pada hari Rabu dan Jumat 
setelah istirahat siang. Praktikan ditempatkan pada Direktorat Evaluasi, Akuntansi 
dan Setelmen (EAS). Setelah bertemu dengan bagian Tata Usaha dari Subdirektorat 
EAS dan dijelaskan tentang gambaran umum Subdit dan Subdivisinya, praktikan 
akhirnya ditempatkan pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP) lalu kemudian 
di bulan berikutnya pindah ke Bagian Setelmen Transaksi. 
3. Tahap Pelaporan  
Praktikan menyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan setelah melaksanakan 
kegiatan PKL yang dimulai  pada tanggal 25 Juli sampai 23 September 2016. Dengan 
ketentuan waktu kerja selama lima hari dalam seminggu dan jam kerja efektif dari 
pukul 08.00 sampai pukul 17.00 dengan jeda waktu istirahat setiap pukul 12.00 
sampai 13.00 dan dengan data yang dihimpun selama melakukan kegiatan PKL di 
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan. 
Hal ini dilakukan untuk memenuhi pertanggungjawaban atas Kegiatan yang 
dilakukan salama PKL dan kemudian akan menjadi prasyarat kelulusan untuk 
memenuhi Mata Kuliah Praktik Kerja Lapangan.  
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Sejarah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko 
Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN, dibetuklah suatu unit 
pengelola Pembiayaan dan Resiko, yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan 
dan Resiko (DJPPR)  yang berada dibawah Kementerian Keuangan. Direktorat 
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko dibentuk berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 206 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Keuangan sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 234 tahun 2015. 
Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan mutu pelayanan kepada 
masyarakat, perlu diwujudkan suatu tata kelola yang baik di lingkungan Direktorat 
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko. DJPPR telah bertransformasi beberapa 
kali sebelum menjadi seperti sekarang ini, hal ini dilakukan guna mengikuti 
kebutuhan yang disebabkan karena semakin kompleks dan beragamnya jenis dan 
jumlah utang Negara. 
Sebelum tahun 1998, sebagian besar utang pemerintah dalam bentuk pinjaman 
luar negeri dikelola oleh Direktorat Dana Luar Negeri (DDLN) pada Direktorat 
Jenderal Anggaran. Memasuki tahun 1999, dibentuk tim Debt Management Unit 
dibawah Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan yang mempunyai tugas mengelola 
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obligasi Negara yang diterbitkan dalam rangka penyehatan perbankan akibat krisis 
moneter yang terjadi pada tahun 1998. Memasuki abad ke-21, tepatnya pada tahun 
2001, tim DMU berubah nama menjadi Pusat Manajemen Obligasi Negara yang 
berada dibawah Sekretariat Jenderal yang secara khusus mengelola Surat Utang 
Negara (SUN).  
Ditahun 2004, Unit Pengelolaan Utang Disatukan dalam Jenderal 
Perbendaharaan. Pusat Manajemen Obligasi Negara menjadi Direktorat Pengelolaan 
SUN sedangkan DDLN menjadi Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar 
Negeri. Dua tahun setelahnya, karena berkembangnya ruang lingkup pengelolaan 
utang dalam rangka memusatkan pengelolaannya dalam unit tersendiri, dibentuk 
Direktorat Pengelolaan Utang. Dalam kurun waktu 2007 sampai 2011, Direktorat 
Jenderal Pengelolaan Utang telah 2 kali melaksanakan penataan organisasi yang 
ditetapkan  melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentag 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, serta Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organsisi Tata Kerja Kementerian Keuangan. 
Tahun 2012, sebagai dampak dari likuidasi Badan Pengawas Pasar Modal dan 
Lembaga Keuangan yang sebagian bergabung kedalam Otoritas Jasa Keuangan yang 
merupakan lembaga Setingkat Kementerian, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 
kembali mengusulkan penataan organisasi. Sebagai tindak lanjutnya, dilakukan 
reposisi Pusat Pengelolaan Resiko Fiskal untuk menjadi bagian dari Direktorat 
Jenderal Pengelolaan Utang yang sebelumnya merupakan unit Eselon II pada Badan 
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Kebijakan Fiskal. Hal tersebut juga bertujuan untuk melakukan integrasi pengelolaan 
resiko keuangan baik fiskal maupun utang Negara. Lalu pada setahun kemudian, 
sebagai kelanjutan dari reposisi tersebut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 
mengusulkan perubahan nama instansi menjadi Direktorat Pengelolaan Pembiayaan 
dan Resiko. Perubahan nomenklatur tersebut dilatarbelakangi oleh penggabungan 
Pusat Resiko Pengelolaan Fiskal ke dalam unit Direktora Jenderal Pengelolaan 
Utang. Akhirnya baru pada tahun 2014, ditetapkanlah PMK 206 Tahun 2014 yang 
mengesahkan pembentukan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko. 
Pada tahun 2015, DJPPR kembali melakukan penataan organsasi dengan 
menambahkan Unit Hubungan Investor untuk melakasanakan perumusan, analisis 
dan rekomendasi terkait strategi, kebijakan dan program kerja kehumasan dan 
hubungan investor; pemantauan, harmonisasi, dan evaluasi atas peaksanaan program 
kehumasan dan hubungan investor; pengumpulan, pengolahan, dan pemutakhiran 
data informasi terkait hubungan investor; sert koordinasi dan harmonisasi rencana 
kerja dan program kehumasan dan hubungan investor dengan unit lain yang terkait. 
Dengan disahkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234 tahun 2015, penataan 
organisasi tersebut telah resmi. Penataan organisasi tesebut dilakukan sesuai dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.01/2009 tentang Pedoman Penataan 
Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan, dimana hal tersebut merupakan 
suatu proses yang dilakukan sesuai dengan peraturan secara berkesinambungan untuk 
merespon dinamika perubahan lingkungan dan tuntutan publik, baik secara regulator 
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maupun sebagai pemberi layanan kepada masyarakat. Penataan organisasi merupakan 
upaya untuk menyempurnakan tugas, fungsi dan struktur organisasi demi 
terwujudnya pencapaian visi dan misi organisasi secara efektif dan efisien.  
  
B. Gambaran Umum Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko 
 Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko mempunyai tugas 
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang 
pengelolaan dan pembiayaan dan resiko. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat 
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko menyelenggarakan Fungsi: 
1. Perumusan kebijakan di Bidang pengelolaan pembiayaan dan resiko. 
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pemibayaan dan resiko. 
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang pengelolaan 
pembiayaan dan resiko. 
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan pembiayaan 
dan resiko. 
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan 
Resiko. 
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Visi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko 
“Menjadi unit yang profesional dalam mendukung pembiayaan APBN dan 
Investasi Publik secara efisien sekaligus mengelola risiko dan menjaga 
kesinambungan fiskal” 
Misi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko 
1. Mewujudkan pengelolaan portofolio utang pemerintah yang efektif, transparan, 
dan akuntabel; 
2. Mengendalikan pengadaan/penerbitan utang melalui penetapan kapasitas berutang 
yang mendukung stabilitas fiskal; 
3. Mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional melalui upaya 
mengedepankan sumber-sumber dalam negeri dan pengembangan pasar keuangan 
domestik yang efisien dan stabil; 
4. Mewujudkan kerjasama internasional dalam rangka memperoleh sumber 
pembiayaan alternatif, sekaligus mendukung stabilitas pasar keuangan regional. 
Nilai-nilai yang dianut oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko 
1. Integritas 
2. Profesionalisme 
3. Sinergi 
4. Pelayanan 
5. Kesempurnaan 
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C. Struktur Organisasi 
Dengan adanya struktur organisasi, maka pemimpin perusahaan dapat melakukan 
pembagian tanggungjawab secara tepat dan baik. Sehingga setiap peristiwa yang 
terjadi dapat ditelusuri dari sumber utamanya atau penanggungjawab. Dalam 
menjalankan tugasnya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko 
membawahi tujuh Direktorat yang terdiri dari Direktorat Pinjaman dan Hibah, 
Direktorat Surat Utang Negara, Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat 
Pengelolaan Resiko Keuangan Negara, Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah 
dan Pembiayaan Infrastruktur, Direktorat Strategi dan Portofolio Utang, dan 
Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, ditambah satu Sekretariat Direktorat 
Jenderal.  
Setiap Direktorat dipimpin oleh satu orang Direktur, dari Direktorat tersebut 
dibagi lagi kedalam beberapa divisi/bagian yang dipimpin oleh satu Kepala 
subdirektorat (subdit), nantinya kepala subdit tesebut juga dibantu oleh beberapa 
kepala seksi yang membawahi beberapa pegawai. Dan semua pegawai memilki 
peraturan yang sama sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pengendali 
internal. 
Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia dapat dilihat pada lembar Lampiran 2. 
Berdasarkan gambar struktur organisasi tersebut dapat diketahui bahwa setiap 
Direktorat memiliki tanggungjawab yang berbeda, namun semuanya saling 
berhubungan dan saling mendukung tercapainya tujuan utama dari entitas. Uraian 
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tugas masing-masing Direktorat di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan 
Resiko ialah: 
1. Sekretariat Direktorat Jenderal 
Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan 
dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat 
Jenderal. Selain itu, Sekretaris Ditjen juga berwenang untuk mengatur segala 
peraturan yang berkaitan dengan pengendalian internal melalui bagian Kepatuhan 
Internal 
2. Direktorat Pinjaman dan Hibah 
Direktorat Pinjaman dan Hibah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta 
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang pinjaman dan hibah. 
3. Direktorat Surat Utang Negara (SUN) 
Direktorat Surat Utang Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta 
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang surat utang negara. Selain itu, 
Direktorat Surat Utang Negara juga berhak untuk mengadakan lelang terhadap 
instrument investasi yaitu Surat Utang Negara (SUN) yang dilakukan biasanya 
seminggu sekali sesuai dengan kebutuhan. 
 
18 
 
 
 
4. Direktorat Pembiayaan Syariah 
Hampir serupa dengan Direktorat Surat Utang Negara, Direktorat Pembiayaan 
Syariah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis 
dan evaluasi di bidang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN). Juga memiliki 
wewenang untuk mengadakan lelang pada SBSN dan berkordinasi dengan pelaku 
pasar seperti Investor, Agen Penjual dan Dealer Utama. 
5. Direktorat Pengelolaan Resiko Keuangan Negara 
Melaksakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyususunan norma, standar, 
prosedur dan criteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang 
pengelolaan resiko keuangan. 
6. Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur 
Direktorat PDPPI adalah sebuah unit di Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Pembiayaan dan Resiko yang bertugas untuk merumuskan serta melaksanakan 
kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengelolaan du      kungan pemerintah dan 
pembiayaan untuk pengadaan infrastruktur berdasarkan kebijakan teknis yang 
ditetapkan oleh Direktorat Jenderal. 
7. Direktorat Strategi dan Portofolio Utang 
Direktorat ini bertugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan 
standardisasi teknis di bidang strategi dan portofolio utang berdasarkan kebijakan 
teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal yaitu melakukan analisa terhadap utang 
Negara, dengan mempertimbangkan segala aspek yang mampu mempengaruhi nilai 
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dari utang Negara. Selain itu, Direktorat Strategi dan Portofolio juga bertugas untuk 
mengevaluasi kinerja dari aktivitas pembangunan yang dibiayai oleh Utang. 
8. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen 
Direktorat ini berfungsi sebagai Back Office dari Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Pembiayaan dan Resiko. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen mempunyai 
tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di 
bidang evaluasi, akuntansi, dan setelmen berdasarkan kebijakan teknis yang 
ditetapkan Direktur Jenderal. Direktorat EAS memiliki lima bagian atau disebut 
subdirektorat yaitu:  
a. Bagian Tata Usaha 
Bagian Tata Usaha bertugas untuk melakukan pengarsipan dan penataan 
kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan surat masuk atau keluar dari 
Direktorat EAS yang berasal dari dalam maupun luar Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang 
kepala bagian. 
b. Subdit Monitoring dan Evaluasi 
Subdit Monitoring dan Evaluasi bertugas untuk melakukan evaluasi 
terhadap kesepakatan yang terdapat pada Loan of Agreement yang telah 
disepakati sebelumnya. Juga melakukan analisa terhadap kemungkinan-
kemungkinan terkait utang seperti tidak terselesaikannya pembayaran, 
penghentian proyek yang dibiayai oleh utang dan lainnya. Subdit Monitoring 
dan Evaluasi dipimpin oleh seorang kepala subdit yang dibantu oleh para 
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kepala seksi yang terdiri dari seksi Monitoring dan Evaluasi I, Monitoring dan 
Evaluasi II, Monitoring dan Evaluasi III, dan Perencnanaan dari Proses Bisnis 
Setelmen. 
c. Subdit Analisis Pengujian Transaksi Kewajiban Pembiayaan. 
Subdit Analisis Pengujian Transaksi Kewajiban Pembiayaan bertugas 
untuk melakukan analisis terhadap pembayaran utang pemerintah yang akan 
jatuh tempo, membuat surat perintah membayar atau menarik (redemption) 
melakukan pencatatan dan penomoran terhadap Hibah barang atau jasa baik 
luar dan dalam negeri. Subdit Analisis Pengujian Transaksi Kewajiban 
Pembiayaan dipimpin oleh seorang kepada subdit yang dibantu oleh para 
kepala seksi yang terdiri dari Seksi Analisis Pengujian Transaksi dan 
Kewajiban Pembiayaan I, Analisis Pengujian Transaksi dan Kewajiban 
Pembiayaan II, Analisis Pengujian Transaksi dan Kewajiban Pembiayaan III, 
dan Analisis Pengujian Transaksi dan Kewajiban Pembiayaan IV. 
d. Subdit Setelmen dan Transaksi 
Subdit Setelmen dan Transaksi bertugas untuk melakukan pencatatan dan 
perekaman terhadap transaksi-transaksi yaitu hibah, penjualan surat berharga 
dan Utang pemerintah baik luar maupun dalam negeri kedalam sistem 
akuntansi yang akan dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan. Subdit 
Setelmen dan Transaksi dipimpin oleh seorang kepala subdit dan dibantu oleh 
para kepala seksi yang terdiri dari Seksi Setelmen dan Transaksi I, Setelmen 
dan Transaksi II, Setelmen dan Transaksi III, dan Setelmen dan Transaksi IV. 
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e. Subdit Akuntansi dan Pelaporan 
Subdit Akuntansi dan Pelaporan bertugas untuk mem-posting jurnal yang 
telah direkam oleh subdit Setelmen dan Transaksi kedalam Laporan Keuangan 
yang disusun sebanyak dua kali dalam satu tahun anggaran dan di audit oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan setiap periode kedua dari tahun Anggaran. Subdit 
Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala Subdit dan dibantu oleh 
para kepala seksi yang terdiri dari Seksi Akuntansi Pinjaman, Akuntansi Hibah, 
Akuntansi Surat Berharga Negara, dan Konsolidasi Pelaporan. 
Direktorat EAS juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam hal 
pembayaran atau penarikan (redemption) dari Utang Luar Negeri Indonesia. 
 
D. Kegiatan Umum Perusahaan 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian 
Keuangan. Serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang 
Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Pembiayaan dan Resiko memiliki tugas untuk Menyelenggarakan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, 
dan risiko keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain 
itu, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko juga berfungsi sebagai. 
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1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga 
negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan, dan risiko 
keuangan; 
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga 
negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan dan risiko keuangan; 
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan 
pinjaman, hibah, surat berharga negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan 
pembangunan dan risiko keuangan; 
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, 
surat berharga negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan dan 
risiko keuangan; 
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pinjaman, 
hibah, surat berharga negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan 
pembangunan dan risiko keuangan; 
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; 
dan; 
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja  
Praktikan melaksanakan Program Kerja Lapangan di Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, praktikan ditempatkan pada Direktorat 
Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen pada Bagian/ Subdit Akuntansi dan Pelaporan dan 
selanjutnya dipindahkan ke Subdit Setelmen Transaksi. Direktorat Evaluasi, 
Akuntansi dan Setelmen (EAS) dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh 
empat orang kepala subdit dan satu orang kepala bagian Tata Usaha. Praktikan 
dibimbing oleh salah seorang staf dari Subdit Akuntansi dan Pelaporan dan banyak 
memperoleh informasi tentang subdit EAS. 
Pada umumnya, Subdit AKLAP memiliki tugas untuk melakukan 
pemindahbukuan jurnal-jurnal yang terdapat pada sistem akuntansi kedalam Laporan 
Keuangan parsial yang menampilkan tentang struktur utang negara. Pelaporan 
dilakukan sebanyak dua kali setiap tahun anggaran. Laporan Keuangan juga di 
periksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan setiap akhir tahun anggaran atau 
pelaporan TA ke-2 Secara umum, ada dua sistem akuntansi yang digunakan sebagai 
dasar untuk melakukan pelaporan. Yang pertama ialah aplikasi yang disebut dengan 
Debt Management Financial Analysis System atau DMFAS. DMFAS adalah sistem 
aplikasi tingkat satuan kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko. 
Semua data diolah dan kemudian di input kedalam aplikasi DMFAS. DMFAS juga 
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terintegasi dengan internet dan memuat data-data dinamis seperti data nilai valuta 
asing secara real time. Data yang ada di DMFAS inilah yang akan menjadi acuan 
untuk membuat pelaporan dan menjadi data yang dianggap paling sesuai. 
Selanjutnya ada sistem yang bernama Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 
Negara atau SPAN. Berbeda dengan DMFAS, SPAN ialah sistem aplikasi akuntansi 
yang terintegrasi antara semua lembaga dan kementerian di Republik Indonesia yang 
bermuara kedalam server yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Sistem 
Perbedaharaan dan Anggaran Negara, mengadopsi dari sistem ORACLE sebagai 
pihak yang memenangkan tender . SPAN hanya bisa diakses oleh user di komputer-
komputer khusus, komputer yang disediakan hanya untuk mengolah data dan dibuka 
hanya melalui mesin pencari Internet Explorer yang tidak boleh dirubah edisinya. 
SPAN memiliki sistem yang lebih real time ketimbang DMFAS, terkadang hal inilah 
yang justru menjadi hambatan dalam penyusunan laporan keuangan, dikarena 
perbedaan nilai dari akun terkait yang terjadi karena perbedaan nilai currency.  
Bila subdit Akuntansi dan Pelaporan bertugas untuk menyusun laporan akhir dari 
siklus akuntansi. Subdit Setelmen dan Transaksi (ST) bertugas untuk melakukan 
penjurnalan, dan perekaman terhadap transaksi-transaksi yang terjadi. Transaksi yang 
diolah oleh subdit Setelmen dan Transaksi antara lain, pinjaman luar negeri, Surat 
Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara, dan Hibah barang dan Jasa. Selain 
itu, subdit ini juga memiliki tugas untuk memberikan perintah pada Bank Indonesia 
untuk melakukan pembayaran terkait pinjaman seperti pembayaran pokok pinjaman, 
bunga pinjaman dan redemption pinjaman. 
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Adapun bidang pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan selama melakukan 
kegiatan Praktik Kerja Lapangan antara lain; 
1. Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan yang belum diaudit untuk Tahun 
Anggaran 2016 Semester I . 
2. Mengerjakan Laporan Outstanding Utang Jangka Panjang Pemerintah. 
3. Melakukan penarikan data neraca percobaan dari aplikasi Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara. 
4. Melakukan koreksi data terhadap akun cicilan pokok, bunga dan biaya. 
5. Melakukan pencatatan dan Surat Perintah Penyerahan Penyerahan Hibah 
Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS)  
6. Melakukan penomoran Nota Dinas dari SP3HL yang sudah direkam. 
7. Mencatat Surat masuk, Surat keluar dan penomoran Surat Perintah Membayar 
pada Subdit Setelmen dan Transaksi. 
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B. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan memulai kegiatan PKL pada tanggal 25 Juli 2016 sampai 21 
September 2016. Pada hari pertama, praktikan diberikan pengarahan bersama peserta 
program Internship lainnya yang berasal dari berbagai kampus. Pengarahan diberikan 
oleh beberapa staf dari Bagian Organisasi Tata Laksana dan Layanan Internal atau 
OTLLI. Yang bertanggungjawab kepada program ini ialah Pak Hadi Surono, selaku 
Kepala Bagian OTLLI. Semua peserta diberikan pengarahan yang berupa hak dan 
kewajiban para peserta selama mengikuti program ini. Setelah pengarahan, semua 
peserta diharuskan untuk membuat essai tentang tujuan melakukan kegiatan. Lalu 
dilanjutkan dengan berkeliling ke semua direktorat yang ada di DJPPR. 
Keesokan harinya, semua peserta diberikan kontrak kerja dan mulai ditempatkan 
pada masing-masing Direktorat. Praktikan ditempatkan pada Direktorat Evaluasi, 
Akuntansi dan Setelmen. Setelah bertemu dan berdiskusi dengan Bagian Tata dan 
Usaha, praktikan dipersilahkan untuk berkeliling ruangan Direktorat dan berkenalan 
dengan staf-staf yang ada di Subdit ini. Mulai saat itu, praktikan resmi memulai 
kegiatan PKL di subdit EAS yang akan berlangsung selama kurang lebih 20 hari. 
Pada hari pertama pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, praktikann 
diajak untuk bertemu dengan kasubdit EAS dan jajarannya. Dalam pertemuan 
tersebut, praktikan banyak dijelaskan tentang gambaran umum dari tugas, fungsi dan 
kondisi dari subdit EAS. Dari penjelasan mereka, praktikan mendapat informasi 
bahwa saat ini subdit EAS sedang sibuk untuk melakukan penyusunan Laporan 
Keuangan Parsial untuk Utang Pemerintah sebagai pelaporan untuk Tahun Anggaran 
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2016 semester I. Untuk itu, praktikan diharapkan bisa membantu dan mengambil 
banyak ilmu dari kondisi tersebut. Berikut adalah penjelasan dari tugas yang 
praktikan lakukan selama melaksanakan PKL pada Subdit Evaluasi, Akuntansi dan 
Setelmen. 
1. Membantu penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan yang belum diaudit 
untuk Tahun Anggaran 2016 Semester I . 
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) ialah salah satu dari komponen 
pelaporan keuangan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Standar 
Akuntansi Pemerintah, pelaporan keuangan pemerintah terdiri dari beberapa 
komponen yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan 
Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 
(SAL) dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Praktikan diminta untuk membantu 
menyusun CALK untuk Tahun Anggaran 2016 Semester I (Lampiran 18) dengan 
menggunakan laporan neraca yang sudah disusun oleh subdit sebelumnya.. Berikut 
adalah langkah-langkah pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan: 
a. Praktikan diberikan data-data keuangan yang sebelumnya sudah disusun dan 
disahkan oleh Subdit EAS. Laporan yang ada berbentuk Microsoft Excel yang 
merupakan angka konkret berdasarkan data yang tercatat pada DMFAS dan 
SPAN. 
b. Praktikan membuka dokumen CALK tahun sebelumnya untuk disesuaikan 
tanggal, peraturan terbaru dan kesalahan penulisan. Misalnya praktikan 
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mengganti jumlah dari nilai aset, kewajiban dan ekuitas dari yang tertera dari 
CALK semester sebelumnya sesuai dengan data yang diberikan pada praktikan 
yang menampilkan neraca untuk periode saat itu. 
c. Praktikan juga melalukan penggantian beberapa nilai dari akun yang dijelaskan, 
pada akun utang jangka pendek dan utang jangka pemerintah yang diganti 
dengan jumlah utang saat ini. 
d. Selanjutnya, praktikan melakukan koreksi atas pengungkapan kualitatif yang 
terdapat pada CALK sebelumnya, misal pada tahun ini, pinjaman pemerintah 
pada Bank/ Negara terkait sudah dilunasi Karena jatuh tempo, maka 
pengungkapan dari CALK harus diganti atau dihapuskan. 
e. Melakukan penarikan data dari aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 
Negara. 
2. Melakukan Penarikan data neraca percobaan dari Aplikasi Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara. 
Pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan, praktikan pernah dimintai untuk 
melakukan pekerjaan penarikan data neraca percobaan tingkat satuan kerja sampai 
bulan Juni 2016 dari sistem aplikasi Sistem Perbedaharaan dan Anggaran Negara 
(Lampiran 23). Sistem Perbedaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) adalah sebuah 
sistem yang dirancang dengan menintegrasikan proses penganggaran, pelaksanaan 
dan pelaporan keuangan negara sehingga diperoleh laporan keuangan yang akurat 
melalui proses akuntabel dan transparan. Sesuai pengertiannya, SPAN memiliki 
fungsi sebagai pusat data utama dari keuangan Negara. SPAN diimplementasikan 
kepada semua Kementerian dan Lembaga. Tujuannya agar semua data keuangan 
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terkait aktivitas pemerintah dapat memiliki sumber data yang terpusat, sehingga 
memungkinkan untuk penyeragaman sistem akuntansi.  
Berikut adalah cara untuk melakukan penarikan data pada aplikasi SPAN: 
a. Membuka Aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang hanya 
bisa diakses oleh komputer yang sudah disediakan. Lalu Log in kedalam sistem, 
praktikan diizinkan untuk menggunakan id dan password yang dimiliki oleh 
pembimbing praktikan. 
b. Setelah masuk kedalam sistem, praktikan membuka data yang diperlukan 
dengan mengklik menu permintaan, lalu  memilih data neraca percobaan untuk  
bulan juli 2016 beserta data utang yang terdiri dari bermacam kurs valuta asing. 
Dengan menulis kriteria yang inginkan pada menu. 
c. Data neraca percobaan yang ditarik dari sistem SPAN, berbentuk Notepad 
(Lampiran 16). 
d. Data-data yang sudah dimuat kedalam notepad, kemudian dipindahkan lagi 
kedalam Microsoft Excel, namun saat dipindahkan, data tersebut akan 
mengacak karena perbedaan format antara SPAN dan Microsoft Excel sehingga 
harus kembali diatur agar memudahkan penggunaan. 
e. Data kemudian akan dijadikan bahan analisis pada rapat Subdit EAS 
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3. Mengerjakan Laporan Outstanding Utang Pemerintah 
Pemerintah menjalankan kegiatan kenegaraannya menggunakan anggaran yang 
salah satunya berasal dari pinjaman. Baik pinjaman kepada luar negeri, dalam negeri 
maupun pemilik Surat Utang Negara. Setiap perjanjian pinjaman, pasti terdapat 
waktu jatuh tempo dari utang tersebut. Utang yang sudah dibayar lunas atau sudah 
jatuh tempo harus segera dihapuskan dari kewajiban pemerintah. Selain itu, 
pemerintah dituntut untuk melakukan transparansi terhadap kondisi keuangan Negara 
saat ini kepada masyarakat luas. Untuk itu, perlu adanya sebuah laporan yang disusun 
secara berkala yang mencerminkan kondisi terkini dari pengelolaan utang 
pemerintah. Laporan Outstanding atau posisi utang menurut situs mediabpr.com ialah 
laporan yang berisikan informasi terkait posisi dari jumlah kewajiban kepada masing-
masing debitur yang dibuat setiap periode tertentu, dalam hal ini ialah posisi dari 
utang pemerintah. Pengungkapan tentang outstanding utang pemerintah ini dilakukan 
pada laporan keuangan pemerintah yaitu setiap enam bulan sekali, juga disusun setiap 
bulan pada profil utang negara. Tujuannya adalah untuk menyamakan jumlah utang 
yang dicatat oleh pihak lender dengan pemerintah terutama setelah terjadinya 
disbursement terhadap pinjaman. Bentuk pengungkapannya dapat berbentuk buku 
saku  atau diunggah kedalam website resmi DJPPR. 
 Praktikan diminta untuk membuat laporan outstanding utang jangka panjang 
pemerintah sampai bulan Juli 2016 (Lampiran 15) pada Tahun Anggaran Semeseter I 
2016 yang terdiri dari Outstanding Pinjaman Dalam Negeri, Pinjaman Proyek dan 
Pinjaman Program. Pinjaman dalam negeri adalah pinjaman yang berasal dari 
kreditur yang ada di dalam negeri, bisa berbentuk pinjaman langsung maupun melalui 
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penjualan surat berharga. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 yang 
dimaksud dengan Pinjaman Program adalah Pinjaman Program ialah pinjaman luar 
negeri dalam valuta asing yang dapat dirupiahkan dan digunakan untuk pembiayaan 
APBN, sedangkan Pinjaman Proyek adalah pinjaman luar negeri yang digunakan 
untuk mebiayai kegiatan pembangunan tertentu. Berikut adalah langkah-langkah 
untuk menyusun laporan outstanding utang pemerintah. 
Outstanding Pinjaman Dalam Negeri 
a. Praktikan mengambil dokumen hasil dari data transaksi yang sebelumnya sudah 
dihimpun oleh subdit, yaitu data utang dalam yang terjadi selama periode 
Januari sampai Juli 2016 yang tercatat pada DMFAS. 
b. Praktikan mengklasikasikan dulu seluruh kreditur pemerintah kedalam enam 
kreditur utama. Untuk mengetahui jumlah pinjaman masing-masing kreditur, 
praktikan menggunakan rumus countif terhadap bagian utang lancar dan jangka 
panjang pemerintah. 
c. Setelah ditemukan jumlah loan dan besaran pinjaman masing-masing kreditur 
baik lancar maupun panjang. Praktikan memindahkan data tersebut kedalam 
sheet yang berbeda. 
d. Data kemudian dibandingkan dengan data yang disusun menggunakan data 
yang tercatat dalam sistem SPAN yang disusun oleh pegawai lain. 
e. Saat terdapat perbedaan, maka perlu adanya penyesuaian, dan pada akhirnya 
data yang digunakan adalah data yang tercatat pada aplikasi SPAN. 
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Outstanding Pinjaman Program dan Proyek Luar Negeri 
a. Praktikan mengambil dokumen hasil dari data transaksi yang sebelumnya sudah 
dihimpun oleh subdit, yaitu data utang program luar negeri yang terjadi selama 
periode Januari sampai Juli 2016 yang tercatat pada DMFAS. 
b. Setelah itu, untuk memudahkan pengklasifikasian data kreditur, praktikan 
menggabungkan antara Nama kreditur dengan valuta asing yang digunakan, 
dengan menggunakan formula "_" pada Microsoft Excel. Lalu 
mengklasifikasikan kedalam 14 kreditur utama. 
c. Setelah itu, praktikan menggunakan rumus sumif untuk menghitung jumlah dan 
besaran pinjaman masing-masing kreditur kedalam bagian utang lancar dan 
jangka panjang yang kemudian masing-masing bagian dibedakan kedalam 
valuta asing dan rupiah. 
d. Setelah data-data tersebut terkumpul, kemudian praktikan menyusunnya 
kedalam sheet yang berbeda dengan menggunakan rumus vlookup. Sama 
seperti pinjaman dalam negeri, data kemudian disesuaikan dengan data yang 
tercatat dalam aplikasi SPAN. 
 
4. Melakukan koreksi terhadap akun cicilan pokok, bunga dan biaya. 
Setiap transaksi pemerintah, akan menghasilkan bukti pembayaran yang disebut 
dengan Surat Perintah Membayar atau SPM. SPM dibuat melalui proses panjang 
sampai bisa di klasifikasikan sebagai sebuah bukti pembayaran pemerintah kepada 
pihak ketiga. SPM terkait utang pemerintah, diterbitkan oleh Subdit Setelmen dan 
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Transaksi atas perintah dari Subdit APTKP. Dalam sebuah SPM, terdapat nomer 
transaksi, tanggal transaksi, nomer jenis transaksi dan pihak yang bertransaksi. Setiap 
keterangan dibuat berbeda dan terklasifikasi dengan baik untuk memudahkan 
pencatatan. SPM tersebut kemudian disusun kedalam neraca percobaan. 
SPM yang diklasifikasi oleh praktikan adalah SPM yang berisi akun cicilan 
pokok, pembayaran bunga dan belanja biaya pemerintah (Lampiran 10). SPM  cicilan 
pokok muncul setelah pemerintah melakukan pembayaran pokok dari pinjaman 
pemerintah, SPM pembayaran bunga muncul setelah pemerintah membayar besaran 
bunga dari pinjaman pemerintah sesuai dengan suku bunga yang disepakati 
sebelumnya dalam perjanjian pinjaman, sedangkan SPM biaya muncul setelah 
pemerintah membayar biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam hal pinjaman 
diluar pokok dan bunga, misalnya terjadi keterlambatan penarikan pinjaman sehingga 
diharuskan untuk membayar sejumlah uang atas keterlambatan tersebut. Berikut 
adalah langkah-langkah untuk melakukan koreksi terhadap SPM: 
a. Melakukan klasifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) yang terdiri dari Akun 
Pembayaran Cicilan Pokok, Belanja Bunga dan Pengeluaran Biaya lain yang 
terjadi selama periode TA. Data kemudian diurutkan sesuai nomor transaksi. 
b. Setelah semua data terklasifikasi, praktikan membuka dokumen yang berisi 
data yang sebelumnya telah disusun yang bersumber dari data yang ada di 
sistem  DMFAS. 
c. Setelah itu, praktikan menggunakan pivot table untuk mempermudah 
melakukan penyesuaian data. 
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d. Lalu praktikan memperhatikan data tersebut dengan membandingkannya 
dengan yang terdapat pada SPM, misalnya terjadi perbedaan jumlah dan 
perbedaan jenis valuta asing yang digunakan.  
e. Bila terdapat perbedaan, maka akan dilakukan penyesuaian terhadap akun 
tersebut, begitu pun bila ada SPM yang tidak terdaftar, maka akan diinput 
kedalam laporan tersebut. 
5. Melakukan pencatatan dan perekaman Surat Perintah Pengesahan 
Pendapatan Hibah Langsung  Barang /Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 yang 
dimaksud dengan Surat Perintah Pengesahaan Pendapatan Hibah Langsung atau 
SP3HLBJS (Lampiran 7) adalah Surat yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna 
Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk diajukan pengesahan pendapatan 
hibah langsung barang/jasa/surat berharga yang diberikan oleh pihak pendonor 
kepada Negara. Dalam hal ini, subdit setelmen yang ditunjuk sebagai pejabat yang 
berwenang untuk melakukan pengesahan terhadap hibah langsung. Ada dua jenis 
hibah yang diterima oleh Negara melalui Kementerian/ Lembaga, yaitu berupa uang 
dan Barang dan Jasa. Tata cara pencatatan Hibah Langsung juga diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme 
Pengelolaan Hibah. 
Berikut adalah langkah-langkah untuk mencatat dan merekam SP3HL-BJS: 
Pencatatan dan pengesahan 
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a. Menerima dokumen berupa Notice of Disbursement (NoD) (Lampiran 7) dari 
Subdit Analisis dan Pengujian Transaksi Kewajiban Pembiayaan (APTKP) 
yang sudah disahkan oleh Kepala Subdit APTKP. 
b. Memeriksa kelengkapan dari berkas yang terdiri dari Surat Pernyataan Telah 
Menerima Hibah Langsung (SPTMHL) dan Berita Acara Serah Terima 
(BAST) 
c. Memasukkan data-data yang diperlukan kedalam lembar Microsoft Excel 
yang terintegrasi dengan Microsoft Word melalui menu Mail Merge 
(Lampiran 11). 
d. Data yang telah diinput, akan otomatis menyusun Nota Dinas dan 
Penyampaian Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung. Setelah 
itu dilakukan pengecekan ulang, untuk  selanjutnya di cetak (Lampiran 12). 
e. Setelah dicetak, diberikan cap verifikasi, tanda bahwa SP3HL ini telah 
direkam sebelumnya sesuai tanggal pencatatan dan ditandatangani oleh 
penanggungjawab terkait. 
f. Menyampaikan SP3HL kepada Kepala Subdit Setelmen Transaksi untuk 
dilegalisasi. Lalu disampaikan kepada Direktur Evaluasi, Akuntansi dan 
Setelmen. 
Perekaman 
a. Setelah SP3HLBJS dicatat, kemudian harus direkam kedalam sistem Debt 
Management Financial Analysis System. 
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b. Pertama, membuka laman website DMFAS, kemudian masuk menggunakan User 
ID dan Password milik pembimbing atau pemberi kerja.  
c. Selanjutya masuk ke menu Grant Drawings (Lampiran 13) untuk memasukan 
kriteria-kriteria yang terdiri dari Grant ID, mata uang yang digunakan, tanggal 
penyerahan, tanggal pencatatan, referensi dan jumlah nominal dari hibah langsung 
yang diberikan. data diperoleh dari SP3HL, SPTMHL dan BAST. 
d. Kemudian masuk ke sub menu User Info untuk memasukan kriteria-kriteria yang 
terdiri dari WA Number, tanggal NoD dan sifat dari berkas yang dicatat. Lalu klik 
Save untuk menyelesaikan perekaman data. 
e. Setelah data direkam kedalam DMFAS, untuk memastikan bahwa data sudah 
benar-benar tercatat kedalam sistem. Maka digunakan aplikasi yang bernama 
Querry Builder. Dengan cara masuk ke submenu querry, lalu akan muncul 
kriteria-kriteria, kemudian pilih kriteria yang diinginkan dan masukan nomor 
SP3HL yang baru direkam. Untuk mengetahui apakah data sudah terekam dengan 
benar kedalam sistem, dapat diketahui dengan mengecek hasil querry (Lampiran 
14). 
6. Melakukan penomoran Nota Dinas dari SP3HL yang sudah direkam. 
Setelah melakukan proses pencatatan dan perekaman Surat Perintah Pendapatan 
Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HLBJS) akan menghasilkan 
sebuah Nota Dinas sebagai surat pengantar. Kemudian praktikan diharuskan untuk 
melakukan penomoran terhadap Nota Dinas tersebut (Lampiran 6). Nota dinas adalah 
surat permohonan pemeriksaan dan pengesahan dari Direktur atas setiap pekerjaan 
yang membuktikan bahwa pekerjaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan SOP. 
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Nota dinas kemudian ditandatangani terlebih dulu oleh Kepala Subdit lalu dikirimkan 
kepada Direktur EAS. Terkadang, praktikan juga diminta untuk melakukan 
penomoran atas pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai lainnya. 
Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan penomoran pada Nota Dinas 
yang sudah direkam oleh Subdit Setelmen dan Transaksi: 
a. Praktikan mendapatkan dokumen SP3HL baik yang sudah direkam oleh 
praktikan maupun staf lainnya. 
b. Microsoft Excel yang berisi format-format administrasi dari Subdit Setelmen 
c. Membuka sheet Nota Dinas (Lampiran 24). 
d. Mengklasifikasikan sumber dokumen dari orang yang melakukan perekaman, 
termasuk staf dari ST berapakah orang yang melakukan perekaman tersebut. 
e. Mengisi keterangan-keterangan yang terdapat pada format administrasi di 
Microsoft Excel. 
f. Menuliskan nomer surat pada bagian atas dokumen SPHL dan SP3HLBJS 
Menyampaikannya kepada Kepala Subdit Setelemen lalu diserahkan kepada 
Direktur EAS untuk ditandatangani. 
7. Mencatat Surat masuk, Surat keluar dan penomoran Surat Perintah 
Membayar di Subdit Setelmen dan Transaksi serta melakukan disposisi 
surat. 
Dalam menjalankan kegiatannya, setiap organisasi pasti berkoordinasi dengan 
pihak luar atau relasi. Setiap koordinasi pastinya memiliki semcam surat atau memo 
yang dikirimkan atau diterima oleh organisasi. Pencatatan surat masuk dan keluar 
tentunya sangat dibutuhkan agar setiap agenda atau data yang penting dapat diatur 
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dengan baik dan memudahkan kegaiatan dari organisasi. Saat melaksanakan kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan, saya diberikan tugas untuk mencatat surat yang masuk dan 
keluar pada subdit Setelmen dan Transaksi. Surat yang masuk biasanya berasal dari 
subdit lain, namun ada juga yang berasal dari debitur-debitur pemerintah dan 
perusahaan-perusahaan yang memiliki kepentingannya masing-masing. Selain itu, 
praktikan juga melakukan penomoran pada Surat Perintah Membayar. Tata cara 
tentang penataan administrasi diatur oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Berikut 
adalah cara pencatatan surat masuk dan keluar dari subdit Setelmen dan Transaksi: 
a. Surat Masuk (Lampiran 19) 
1) Mencatat nomor surat, tanggal serta sumber surat yang masuk pada sebuah 
buku catatan. 
2) Mencatat nomor surat, tanggal pembuatan surat , sumber surat, dan keterangan 
surat pada lembar Microsoft Excel dengan format yang telah dibuat 
sebelumnya. 
3) Memberi nomor surat subdit Setelmen Transaksi yang tertera pada lembar 
pencatatan kedalam lembar disposisi surat. 
4) Surat yang telah diberikan lembar disposisi disampaikan kepada kepala Subdit 
untuk di tandatangani. 
5) Menyampaikan surat yang telah ditandatangani kepada kepala staf-staf yang 
tercantum di lembar disposisi 
b. Surat Keluar (Lampiran 20) 
1) Mencatat nomor surat, tanggal surat serta pembuat surat pada lembar 
Microsoft Excel dengan format yang telah dibuat sebelumnya. 
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2) Memberi nomer surat sesuai dengan yang tertera pada kolom pertama baris 
terakhir yang diinput pada Microsoft Excel, lalu disampaikan kepada kepala 
subdit untuk ditandatangani. 
3) Surat yang telah ditandatangani kemudian disampaikan kepada Direktur EAS 
untuk ditandatangani dan dikirimkan lalu kemudian disampaikan kepada pihak 
yang dituju. 
c. Penomoran Nota Dinas dari Surat Perintah Membayar (Lampiran 21) 
Surat Perintah Membayar yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh 
penanggungjawab, kemudian harus diberikan nota dinas untuk mendapatkan 
tandatangan dari Direktur EAS sebagai tanda bahwa SPM telah dibuat dengan benar. 
Cara penomoran nota dinas untuk SPM kurang lebih sama dengan penomoran nota 
dinas pada SP3HLBJS, yaitu dengan cara, masuk ke sheet Microsoft Excel, lalu pilih 
judul sheet sesuai pembuat SPM, yaitu  ND ST I – ST IV. Kemudian dicatat sesuai 
keterangan yang ada di lembar SPM pada baris yang telah diberikan nomor diawal 
kolom sebelumnya. Nomor pada awal kolom baris tersebut kemudian dijadikan 
nomor nota dinas SPM tersebut. 
 
C. Kendala yang dihadapi 
Selama praktikan melakukan kegiatan PKL di Direktorat Jendral Pengelolaan 
Pembiayaan dan Resiko, praktikan pastinya menemui kendala-kendala baik yang 
berasal dari diri praktikan sendiri, maupun yang berasal dari luar diri praktikan. 
Kendala-kendala tersebut sedikit banyak mengganggu kelancaran kegiatan PKL. 
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Adapun kendala-kendala yang mengganggu kelancaran kegiatan PKL yang dihadapi 
oleh praktikan selama PKL ialah: 
1. Kurang mengertinya praktikan dengan sistem akuntansi pemerintahan, yang 
digunakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko karena 
sebelumnya belum pernah dikenalkan tentang sistem tersebut. 
2. Kurangnya kemampuan praktikan dalam memformulasikan rumus-rumus yang ada 
pada Microsoft Excel. 
3. Praktikan baru pertama kali menggunakan sistem akuntansi Debt Managemant 
Financial Analysis System. Sehingga masih sering lupa bila diberikan tugas untuk 
melakukan perekaman transaksi hibah pada DMFAS. 
4. Kurang telitinya praktikan ketika mengerjakan tugas perekaman SPHL, SP3HL 
dan MPHL sehingga masih sering salah dalam melakukan tugas tersebut dan 
masih sering bertanya kepada staf/ pembimbing praktikan. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Usaha yang dilakukan praktikan untuk mengatasi kendala-kendala pada saat 
menjalani PKL, antara lain;  
1. Mempelajari lebih dalam mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan melalui 
membaca modul atau buku yang dipinjamkan oleh pembimbing atau bertanya 
langsung kepada staf/pembimbing praktikan. 
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2. Praktikan meminta tolong kepada teman satu subdivisi praktikan yang kebetulan 
mengerti sedikit banyak tentang memformulasikan Microsoft Excel atau mencari 
tahu dengan melakukan browsing pada mesin pencari. 
3. Berkoordinasi dengan pembimbing bila praktikan merasa lupa atau kebingungan. 
Mencatatnya dan mengulanginya lagi beberapa kali. 
4. Praktikan harus memeriksa kembali setiap tugas yang dilakukan, sebelum 
dilaporkan atau diserahkan kepada pemberi tugas atau pihak yang bersangkutan. 
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BAB IV 
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan  
Setelah melakukan Kegiatan Praktek Kerja Lapangan selama 40 hari di 
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko. Banyak hal baru yang dapat 
menjadi pengalaman praktikan yang berguna kedepamya. Praktikan dapat belajar 
banyak mengenai cara menyesuaikan diri dengan kondisi dunia pekerjaan yang akan 
segera dihadapi., praktikan juga mendapat banyak pengalaman dan pengetahuan baru 
tentang ranah pekerjaan dari instansi pemerintah. Praktikan diajarkan untuk memiliki 
sikap disiplin, menghargai waktu, tanggungjawab dan kejujuran dalam melaksanakan 
pekerjaan yang diberikan. 
Selama melaksanakan kegiatan PKL di Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Pembiayaan dan Resiko, praktikan dapat mengambil kesimpulan, antara lain; 
1. Praktikan menjadi lebih mengerti kekhususan Standar Akuntansi Pemerintahan 
(SAP), mulai dari siklus keuangan, penjurnalan, penggunaan akun sampai sistem 
informasi akuntansi yang digunakan. Bila dibandingkan dengan Standar Akuntansi 
Keuangan (SAK), akuntansi pemerintahan memiliki istilah-istilah khusus seperti 
Selisih Lebih Penggunaan Anggaran atau SILPA dan Laporan Realisasi Anggaran 
(LRA) yang tidak ada dalam standar akuntansi perusahaan secara umum 
2. Praktikan mendapat ilmu tentang Sistem Informasi Akuntansi yang terintegrasi 
antar Lembaga dan Kementerian. Sistem ini jelas sangat bermanfaat karena 
Keuangan tiap lembaga menjadi lebih transparan dan dapat di kontrol secara baik. 
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3. Praktikan menjadi lebih banyak tahu mengenai sumber pendanaan kegiatan 
pemerintah, terutama yang berasal dari penjualan surat-surat berharga milik 
Negara yang dikeluarkan dan dikelola oleh DJPPR yaitu Surat Utang Negara dan 
Surat Berharga Syariah Negara. 
4. Praktikan banyak mendapat gambaran tentang budaya yang harus dihadapi jika 
ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan kementerian keuangan, terutama 
yang menjadi nilai-nilai utama yang dipegang oleh Kementerian Keuangan. 
5. Praktikan menjadi lebih mengerti tentang suasana di dalam dunia kerja setelah 
melaksanakan PKL. 
 
B. Saran 
Adapun beberapa saran yang dapat diperhatikan sebagai rekomendasi dalam 
melaksanakan PKL antara lain; 
1. Bagi Mahasiswa 
a. Mahasiswa harus mempersiapkan diri lebih baik lagi dari sisi akademik 
maupun non akademik agar dapat menjalankan pekerjaan dengan tepat dan 
tepat. 
b. Mahasiswa harus lebih cermat dan teliti dalam mengerjakan setiap pkerjaan 
yang diberikan oleh pemberi pekerjaan. 
c. Mahasiswa harus memiliki inisiatif lebih untuk bertanya dan berinteraksi 
dengan karyawan instansi tersebut. 
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d. Mahasiswa harus tetap menjaga komunikasi dengan seluruh karyawan instansi 
tersebut, walaupun telah menyelesaikan kegiatan PKL. 
 
2. Bagi Program Studi 
a. Program studi lebih baik memberikan pengarahan terlebih dahulu kepada 
mahasiswa yang ingin menjalankan kegiatan PKL, agar mahasiswa mendapat 
gambaran jelas mengenai kegiatan PKL. 
b. Pembagian Dosen Pembimbing untuk kegiatan PKL, alangkah lebih baik jika 
dilakukan sebelum kegiatan PKL dilaksanakan, hal ini agar mahasiswa dapat 
berkonsultasi mengenai kegiatan, sehingga mahasiswa mempunyai acuan lain 
mengenai kegiatan. 
c. Agar dapat menjalin kerjasama yang baik dengan entitas terkait tempat para 
mahasiswa melaksanakan PKL, agar kegiatan PKL dapat berjalan lebih baik 
dan kedepannya mahasiswa UNJ bisa diterima lebih baik lagi pada entitas 
tersebut. 
3. Bagi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko 
a. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko agar lebih 
berkoordinasi dengan seluruh direktorat mengenai program Internship. Agar 
para peserta mendapat lebih banyak ilmu yang berkaitan dengan disiplin ilmu 
yang mereka inginkan. 
b. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko untuk lebih bekerja 
sama dengan universitas-universitas dalam membuka program internship yang 
dapat juga dijadikan kesempatan untuk memperkenalkan instrumen-instrumen 
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utang pemerintah seperti Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah 
Nasional, agar lebih dikenal oleh masyarakat pada  umumnya. 
c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko agar sedikit lebih 
memberikan kepercayaan dalam memberikan tugas kepada mahasiswa yang 
sedang menjalankan program internship.  
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Lampiran 1: Surat Persetujuan Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 2: Stuktur Organsisasi DJPPR 
 Data diperoleh dari website resmi Direktorat Jenderal PPR 
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Lampiran 3: Struktur Organisasi Direktorat EAS 
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Lampiran 4: Surat Izin PKL 
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Lampiran 5: Lembar Disposisi 
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Lampiran 6: Nota Dinas 
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Lampiran 7: Penyampaian SP3HLBJS 
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Lampiran 8: Notice Of Disbursement (Hibah Langsung) 
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Lampiran 9: SP3HLBJS setelah disahkan  
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Lampiran 10: SP3HLBJS setelah direkam 
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Lampiran 11: Surat Perintah Membayar 
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Lampiran 12: Sheet untuk mencatat dan mengesahkan SP3HLBJS 
 
Data Diperoleh dari Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen 
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Lampiran 13: Tampilan Microsft Word SP3HLBJS yang disahkan 
 
Data Diperoleh dari Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen 
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Lampiran 14:Perekaman Pada DMFAS 
 
Data Diperoleh dari Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen 
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Lampiran 15: Bukti Perekaman pada Querry Builder 
 
Data Diperoleh dari Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen 
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Lampiran 16: Penyesuaian Outstanding Utang Jangka Panjang  
 
Data Diperoleh dari Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen 
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Lampiran 17: Penarikan data Neraca Percobaan aplikasi SPAN  
  
Data Diperoleh dari Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen 
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Lampiran 18: Koreksi SPM Akun Bunga, Pokok dan Biaya 
 
Data Diperoleh dari Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen 
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Lampiran 19: Catatan Atas Laporan Keuangan 
 
Data Diperoleh dari Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen 
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Lampiran 20: Sheet Surat Masuk  
 
Data Diperoleh dari Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen 
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Lampiran 21: Sheet Surat Keluar 
 
Data Diperoleh dari Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen 
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Lampiran 22:  Sheet Nota dinas untuk SPM 
 
Data Diperoleh dari Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen 
  
73 
 
 
 
Lampiran 23: Sheet Nota Dinas 
 
Data Diperoleh dari Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen 
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Lampiran 24: Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
 
Data Diperoleh dari Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen 
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Lampiran 25: Rincian Kegiatan Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 26: Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 27: Penilaian PKL 
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Lampiran 28: Sertifikat PKL 
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Lampiran 29: Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan PKL 
 
